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BUPATI BOJOPNEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan
Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2019;

+ 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

~ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12

Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
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Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2010
tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten
Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa; '
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
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13

12.

13.

14.

Camat adalah unsur perangkat daerah sebagai
pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan
sebagian kewenangan Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang
terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan,
Pelaksana Teknis, dan Staf Perangkat Desa.

Staf Perangkat Desa adalah unsur pembantu Perangkat
Desa non pemegang jabatan yang berasal dari Perangkat
Desa dan yang tidak berasal dari Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pedoman Penyusunan keuangan adalah pokok-pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah
desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan
APB Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
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15.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rancangan APB Desa disusun sebagai bentuk

perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang meliputi

penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada

tahun anggaran berjalan.

Penyusunan rancangan APB Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris

Desa berdasarkan RKP Desa yang berpedoman pada

Peraturan Bupati ini.

Rancangan APB Desa yang telah disusun selanjutnya

dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa.

Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan

Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Prinsip Penyusunan APB Desa;

Kebijakan Penyusunan APB Desa;

Teknis Penyusunan APB Desa; dan

Hal Khusus Lainnya.

Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dijabarkan secara rinci dalam:

a. LampiranI : Uraian Pedoman Penyusunan APB
Desa Tahun Anggaran 2019; dan

b. Lampiran II : Kode Rekening, Format Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang
telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD
disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi dengan
berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019
yang telah ditetapkan, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2014 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

DR. Hj. ANNA MU’AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.
YAYAN ROHMAN, AP., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS D UPATEN BOJONEGORO,

YAYAN Ro'lmp:;;i.

Pembina Utama Muda
Nip. 19740403 199403 1 003




